
 

BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 
NOMOR    4   TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011  

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya beberapa regulasi yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya pada 

Pusat Kesehatan Masyarakat dan memperhatikan indeks harga 

serta perkembangan perekonomian, maka Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat 

Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomr 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4459); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5607); 

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

307); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 

Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

21. Peratuan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 

22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 

23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 

Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 560/MENKES/ 

PER/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat 

Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporannya dan 

Tata Cara Penanggulangan Seperlunya; 

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 364/MENKES/ 

SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat; 

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 

dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  1392); 

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun  2013 tentang  

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 

31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Panduan Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Primer; 

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 

Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 589);  

33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat; 

35. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1267/MENKES/SK/ 

XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota; 

36. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 

666/MENKES/SK/VI/2007 tentang Klinik Rawat Inap 

Pelayanan Medik Dasar; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2014; 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan 

Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 21). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO 

Dan 

BUPATI  SITUBONDO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM 

KESEHATAN DAERAH. 

   

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi  Pelayanan 

Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium 

Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo 

Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 1 angka 46, angka 65, angka 66 dihapus dan angka 72 

dan angka 73 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 

2. Bupati adalah Bupati Situbondo. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Situbondo. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Situbondo. 

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Situbondo. 

6. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. 

7. Kepala Labkesda adalah Kepala UPTD Labkesda pada 

Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. 

8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Pemerintah 

Kabupaten Situbondo. 
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9. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan 

kerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan 

atau pemanfaatan sarana, prasarana peralatan 

kedokteran dalam menunjang peningkatan akses dan 

mutu pelayanan di Puskesmas atau di Laboratorium. 

10. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya 

selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana 

Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang bertanggung 

jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya, meliputi Puskesmas 

tanpa perawatan, Puskesmas dengan perawatan, 

Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, pondok 

bersalin desa dan pondok kesehatan desa. 

11. Laboratorium Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat 

Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada 

Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan 

pemeriksaan di bidang fisika-kimia, mikrobiologi dan 

klinis yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan 

masyarakat dan kesehatan lingkungan sebagai upaya 

pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan 

masyarakat. 

12. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang 

memiliki kemampuan menyediakan pelayanan 

kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, 

pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat 

inap dan pelayanan gawat darurat yang dilengkapi 

dengan peralatan dan sarana-fasilitas pendukung 

lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, 

dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup 

produktif secara sosial dan ekonomis. 

14. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan 

perorangan di Puskemas dan Labkesda yang meliputi 

upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan 

pemeriksaan laboratorium klinik maupun laboratorium 

kesehatan lingkungan. 

15. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan 

yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan 

utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan 

kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan 

pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit. 

16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien 

untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi 

medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal dirawat 

inap. 
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17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan 

tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk 

mencegah/menanggulangi resiko kematian/cacat dan 

bersifat penyelamatan (life saving). 

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien 

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan 

pelayanan lainnya dengan menginap di Puskesmas 

dengan perawatan. 

19. Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar selanjutnya 

disingkat PONED adalah pelayanan terpadu ibu dan 

bayi dalam rangka menurunkan angka kesakitan 

dan/atau kematian ibu atau bayi pada persalinan 

kehamilan risiko tinggi di Puskesmas yang memerlukan 

tindakan medik dasar oleh tenaga medik yang terlatih 

atau dokter spesialis obstetri ginekologi. 

20. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF 

adalah unit layanan (depo) Intalasi Farmasi Puskesmas 

yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan 

dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa 

sarana tarif retribusi. 

21. Pemeriksaan Kesehatan Umum adalah pelayanan 

kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik 

sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa 

tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang 

medik pada pasien rawat jalan atau pasien rawat 

darurat. 

22. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat 

adalah pemeriksaan fisik, kimia, mikrobiologi atas 

spesimen (bahan sampel) air minum, air bersih, air 

limbah, makanan/minuman, atau usap (hapusan) alat 

tertentu dalam rangka kepentingan kesehatan 

lingkungan, sanitasi atau kesehatan masyarakat. 

23. Persalinan adalah pelayanan proses melahirkan dari ibu 

hamil oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, 

dokter spesialis) baik dengan atau tanpa penyulit di 

Puskesmas dengan jaringannya. 

24. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public Health 

Nursing) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk 

kunjungan rumah (home visit) dan/atau perawatan di 

rumah (home care) bagi pasien yang tidak memungkinan 

dirawat di Puskesmas atau karena atas pertimbangan 

tertentu. 

25. Visite adalah kunjungan tenaga medis ke ruang rawat 

inap (on site) dalam rangka proses observasi, diagnosis, 

terapi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan 

kesehatan lainnya. 
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26. Pelayanan Kunjungan Rumah (home visit) adalah 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang 

dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum dan 

konsultasi di rumah pasien. 

27. Pelayanan Perawatan di Rumah (home care) adalah pelayanan 

kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, 

observasi, tindakan medik terbatas, tindakan keperawatan 

rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya di rumah 

penderita sesuai permintaan atau kebutuhan. 

28. Pelayanan Perawatan Pemulihan adalah perawatan di 

ruang pulih sadar (Recovery Room) untuk 

mengembalikan kesadaran pasien setelah menjalani 

pembiusan dan/atau  kondisi medik lainnya. 

29. Pelayanan Rawat Isolasi adalah perawatan di ruang 

isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga 

menderita penyakit menular yang membahayakan . 

30. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan pada pasien 

dengan observasi dan terapi yang intensif untuk 

penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah 

komplikasi atau penyulit. 

31. Pelayanan Akupuntur adalah pelayanan kesehatan 

tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga 

kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus 

akupungtur dalam rangka diagonosa, terapi, atau 

rehabilitasi medik.   

32. Pelayanan Penyegeraan atau Cito adalah suatu 

pelayanan kesehatan di luar kegawat daruratan bagi 

pasien rawat inap dalam rangka penegakan diagnosa 

dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau 

pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin. 

33. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien 

yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai standar profesi. 

34. Pelayanan Medik Gigi adalah pelayanan paripurna 

meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang 

selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi pada 

pasien di Puskesmas. 

35. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk 

menunjang penegakan diagnosa dan terapi meliputi 

pelayanan radiodiagnostik dan pelayanan patologi klinik. 

36. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan penyediaan, 

penyiapan dan penyimpanan dokumen medik yang 

bersifat rahasia berisi data demografi, catatan riwayat 

perjalanan penyakit pasien, diagnosa dan terapi 

tindakan medik, penunjang medik, serta asuhan 

keperawatan selama menjalani rawat jalan, rawat 

darurat dan/atau  rawat inap di Puskesmas. 
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37. Pelayanan Transfusi Darah adalah pelayanan medik 

pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan 

darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan 

dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi 

darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen 

darah. 

38. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) 

dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga 

kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap 

kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, 

rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya. 

39. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan advis 

(saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis 

dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses 

diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan 

medis lainnya baik dengan datang ke ruang rawat 

pasien (on site) atau melalui telepon (on call/by phone). 

40. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah pelayanan konsultasi 

oleh tenaga ahli gizi, meliputi konsultasi diet makanan, 

asupan nilai gizi, dan/atau masalah gizi pasien. 

41. Pelayanan Konsultasi Sanitasi adalah pelayanan 

konsultasi oleh tenaga sanitarian dalam bidang sanitasi 

atau masalah kesehatan lingkungan. 

42. Pelayanan Konsultasi Obat adalah pelayanan konsultasi 

oleh tenaga farmasi/apoteker dalam rangka pemberian 

informasi obat dan/atau masalah penggunaan obat. 

43. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan 

administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, 

pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan 

pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas. 

44. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan 

yang berkaitan dengan kepentingan hukum. 

45. Pelayanan Visum et Repertum, adalah pelayanan 

pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, 

jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh 

tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya 

digunakan untuk keperluan medico legal atau 

penegakkan hukum. 

46. Dihapus. 

47. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah 

pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis 

Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang 

terkendali menggunakan incinerator. 
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48. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan 

oleh tenaga keperawatan (perawat/bidan) dalam 

melaksanakan tugas mandiri maupun tugas limpah dari 

tenaga medis, yang meliputi asuhan keperawatan, 

tindakan keperawatan sesuai standar profesi. 

49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap 

termasuk makan di Puskesmas. 

50. Ruang VIP adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi 

dengan beberapa fasilitas tambahan seperti 1 (satu) 

tempat tidur pasien dan 1 (satu) tempat tidur penjaga, 

kamar tamu lengkap dengan sofa, AC, kamar mandi 

dalam, dan/atau TV. 

51. Ruang Utama adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi 

dengan beberapa fasilitas tambahan seperti 2 (dua) tempat 

tidur pasien, AC, kamar mandi dalam, dan/atau TV. 

52. Ruang Kelas I adalah ruangan rawat inap yang dilengkapi 

2 (dua) tempat tidur pasien dan kamar mandi dalam. 

53. Ruang Kelas II adalah ruangan rawat inap yang 

dilengkapi 2 (dua) atau lebih  tempat tidur pasien dan 

kamar mandi luar.  

54. Ruang kelas III adalah ruangan rawat inap yang 

dilengkapi 5 (lima) atau lebih  tempat tidur pasien dan 

kamar mandi luar.  

55. Ruang Perinatologi adalah  ruang tempat perawatan 

bayi baru lahir yang belum bisa dirawat dengan 

digabungkan bayi lainnya, bayi yang lahir prematur, 

berat badan lahir rendah, dan/atau bayi baru lahir 

dengan penyulit. 

56. Hari Rawat adalah lamanya penderita dirawat yang 

jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat 

mulai jam 00.00 WIB (nol nol) hingga tanggal keluar 

rumah sakit/meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 

24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1 

(satu) hari rawat inap. 

57. Pengujian Kesehatan atau General/Medical check Up 

adalah pemeriksaan kesehatan guna mendapatkan 

status kesehatan seseorang untuk berbagai keperluan. 

58. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan 

kepada pasien yang disertai tindakan anastesi atau 

tanpa anastesi, di kamar operasi atau kamar tindakan 

berdasarkan kriteria durasi waktu operasi, 

kompleksitas, resiko, penggunaan alat canggih dan 

profesionalisme, dikelompokkan dalam tindakan medik 

operatif kecil, sedang, besar. 

59. Tindakan Medik Non Operatif  adalah tindakan medik 

yang dilakukan tanpa pembedahan. 
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60. Tindakan Anastesi adalah tindakan medik  yang 

menggunakan peralatan medik dan obat anastesi 

sehingga terjadi kondisi anastesia baik secara 

menyeluruh (general anastesi) atau pada sebagian 

tubuh pasien (regional anastesi) maupun tindakan 

resusitasi yang diperlukan. 

61. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki 

pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan 

di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu 

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya 

kesehatan, antara lain: Dokter, Dokter Gigi, Dokter 

Spesialis, Apoteker, Bidan, Perawat, Fisioterapis, 

Nutrisionis, Asisten Apoteker. 

62. Tenaga Medis adalah tenaga profesional dibidang 

kedokteran meliputi  dokter, dokter spesialis, dokter 

gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan 

kedokteran atau kedokteran gigi yang memiliki ijin 

praktek. 

63. Dokter Spesialis Tamu adalah dokter spesialis dari 

Rumah Sakit Lain yang atas dasar perjanjian kerjasama 

diberikan ijin melaksanakan pelayanan medik spesialis 

sesuai kewenangannya (priviledged) di Puskesmas. 

64. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau 

tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan 

anestesi (bersetifikat), yang diberikan kewenangan 

melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah 

tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis 

anestesi yang mendelegasikan kewenangannya. 

65. Dihapus. 

66. Dihapus. 

67. Instituional Fee adalah imbalan pemanfaatan 

institutional brand name (nama lembaga) Puskesmas 

atau Labkesda  oleh pihak lain sebagai salah satu 

jaminan mutu dan/atau kepercayaan masyarakat. 

68. Pelayanan transportasi pasien (ambulan) adalah 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang 

dengan mobil khusus (ambulan) baik dengan disertai 

kru kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan. 

69. Pelayanan transportasi jenazah adalah pelayanan 

penghantaran pasien yang meninggal di Puskesmas 

maupun di luar Puskesmas ke wilayah lain yang telah 

disepakati. 
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70. Biaya Satuan (Unit cost)  adalah metode penghitungan 

jasa sarana per unit layanan, meliputi biaya umum (fix 

cost), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, 

maupun biaya variabel (variable cost). Untuk Jasa Sarana 

Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja 

modal yang merupakan subsidi pemerintah atau 

pemerintah daerah tidak diperhitungkan. 

71. Biaya Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana dan 

fasilitas rawat inap, pelayanan umum, termasuk makan 

di Puskesmas dengan Perawatan yang dihitung 

berdasarkan hari rawat. 

72. Penjamin adalah seseorang atau badan hukum sebagai 

penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang 

yang menggunakan/mendapat pelayanan di Puskesmas, 

meliputi BPJS, PT. Jasaraharja, Asuransi Swasta, 

dan/atau asuransi kesehatan lainnya. 

73. Peserta tertanggung program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) adalah peserta eks jamkesmas, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), eks Jamsostek,  Pensiunan PNS dan 

TNI Polri, Veteran, Perintis Kemerdekaan yang memiliki 

tanda pengenal peserta beserta keluarganya yang 

tercantum dalam tanda peserta tersebut serta peserta 

BPJS Mandiri. 

74. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh 

pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan 

kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, 

pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau 

pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan.  

75. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh 

Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, 

peralatan, fasilitas rumah sakit, biaya bahan dan alat 

kesehatan pakai habis dasar (BBA) yang digunakan 

langsung dalam rangka observasi, diagnosis, 

pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan 

lainnya dan termasuk komponen tarif. 

76. Obat-obatan adalah semua zat baik kimiawi, hewani 

maupun nabati yang dalam dosis layak dapat 

menyembuhkan dan meringankan atau mencegah 

penyakit atau gejala-gejalanya. 

77. Biaya Bahan dan Alat Kesehatan Dasar yang 

selanjutnya disebut BBA Dasar adalah biaya yang 

dikeluarkan untuk penyediaan bahan dan alat 

kesehatan pakai habis untuk mendukung tindakan 

keperawatan dan tindakan medis atau pelayanan 

lainnya serta merupakan bagian dari komponen tarif. 
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78. Kejadian Luar Biasa selanjutnya disingkat KLB adalah 

timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan 

kematian yang bermakna secara epidemiologis pada 

suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. 

79. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan 

tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah 

kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, 

baik secara vertikal maupun horisontal kepada yang 

lebih kompeten, terjangkau dan rasional. 

80. Rujukan Kasus adalah rujukan yang menyangkut 

masalah pelayanan medik perorangan untuk keperluan 

diagnostik, pengobatan, tindakan operasi dan lain-lain. 

81. Rujukan Bahan (Spesimen) adalah rujukan yang 

menyangkut masalah pelayanan medik perorangan 

untuk pemeriksaan laboratorium klinik yang lebih 

lengkap. 

82. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan 

memperoleh pelayanan kesehatan. 

83. Pasien Baru adalah pasien yang baru pertama kalinya 

mendapatkan perawatan dan pengobatan di Puskesmas 

ditandai dengan diberikan kartu identitas pasien 

sekaligus nomor rekam medik yang berlaku seumur 

hidup. 

84. Pasien Lama adalah pasien yang sudah pernah dirawat 

di Puskesmas dengan menunjukkan bukti kartu 

identitas pasien dan diberlakukan sebagai kunjungan 

ulang. Dalam hal pasien tidak bisa menunjukan bukti 

kartu identitas pasien, maka diberlakukan sebagai 

pasien baru dengan identitas baru. Risiko riwayat 

perjalanan perawatan/pengobatan sebelumnya tidak 

terlacak menjadi tanggungjawab pasien manakala kartu 

identitasnya hilang. 

85. Dokumen Medik adalah dokumen rawat jalan dan 

dokumen rawat inap yang berisi data-data pasien. 

86. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya 

disingkat Program Jamkesda adalah program 

penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo diluar yang 

sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi 

kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 

Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD. 

87. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan 

Kesehatan Nasional adalah pesarta eks Jamkesmas 

yaitu setiap orang miskin dan tidak mampu yang 

terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan Program 
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Jamkesmas atau identitas lain yang dipersamakan dan 

berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 

peraturan yang telah ditetapkan. 

88. Surat Pernyataan Miskin selanjutnya disingkat dengan 

SPM adalah surat yang dikeluarkan oleh aparat 

kelurahan dan disahkan oleh Bupati atau pejabat lain 

yang ditunjuk bagi masyarakat miskin  yang belum 

memiliki kartu kepesertaan Program Jamkesmas atau 

Program Jamkesda.  

89. Orang miskin adalah orang yang tidak mampu secara 

ekonomi yang dibuktikan dengan identitas miskin 

seperti Kartu Jamkesmas atau kartu Jamkesda 

maupun Surat Pernyataan Miskin yang diterbitkan oleh 

pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

90. Kader Kesehatan adalah seseorang relawan yang dilatih 

khusus sebagai penggerak masyarakat di bidang 

kesehatan dibawah pembinaan Puskesmas setempat. 

91. Resep adalah permintaan tertulis dari tenaga medik 

kepada Apoteker Pengelola Apotik untuk menyediakan 

dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

92. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, 

mesin, implan yang tidak mengandung obat yang 

digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 

menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat 

orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia 

dan/atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi 

tubuh. 

93. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Milik Negara atau Daerah dengan nama 

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, 

dan bentuk badan lainnya. 

94. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau Badan. 
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95. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan 

pelayanan kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang 

dapat dinikmati orang perorang atau badan. 

96. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan 

oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. 

97. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

98. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 

yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi 

untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

99. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas umum daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

100. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang 

menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang 

terutang. 

101. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 

seharusnya tidak terutang. 

102. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan 

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga/atau denda. 

103. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS 

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Situbondo yang diberi wewenang 

khusus oleh undang-undang untuk melakukan 

penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah 

Kabupaten Situbondo yang memuat ketentuan pidana. 
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104. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan professional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan retribusi daerah. 

105. Sistem Remunerasi adalah sistem pembagian jasa 

pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana 

pelayanan dan petugas lainnya berdasarkan 

kriteria/indeks beban kerja, indeks risiko, dan/atau 

indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati. 

106. Standar Pelayanan Minimal Puskesmas selanjutnya 

disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu 

pelayanan kesehatan dasar yang merupakan urusan 

wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara 

minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang 

tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh 

Puskesmas dengan jaringannya kepada masyarakat. 

107. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah 

serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik 

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang 

perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta 

menemukan tersangkanya.  

108. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo. 

2. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal  4 

(1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin Pemerintah (PBI 

Jaminan Kesehatan Nasional) atau Pemerintah Daerah, 

dibebaskan dari seluruh retribusi pelayanan kesehatan 

perorangan di Puskesmas sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku. 

(2) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah dibebankan pada keuangan daerah 

sebagai subsidi pelayanan kesehatan yang diajukan 

oleh Kepala Dinas melalui mekanisme APBD. 

(3) Tatalaksana subsidi pembebasan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
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3. Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6 

 
(1) Kerjasama pelayanan kesehatan penjaminan terdiri dari : 

a. asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan; 

b. asuransi komersial; 

c. penjaminan kerjasama perusahan. 

(1a) Besaran tarif pelayanan kesehatan penjaminan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan 

perundang-undangan dan/atau perjanjian kerjasama. 

(2) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang 

dibandingkan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah ini dari penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

4. Ketentuan huruf t Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 

berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 15 

 

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya yang 

dapat dikenakan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :  

a. Pelayanan Rawat Jalan: 

b. Pelayanan Rawat Darurat: 

c. Pelayanan Rawat Inap; 

d. Pelayanan Medik; 

e. Pelayanan Penunjang Medik; 

f. Pelayanan Keperawatan; 

g. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan (PONED); 

h. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut: 

i. Pelayanan Konsultasi; 

j. Pelayanan Transfusi Darah dan Terapi Oksigen; 

k. Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Public 

Heath Nursing/PHN); 

l. Pelayanan Pengujian Kesehatan (General Check up); 

m. Pelayanan Farmasi; 

n. Pelayanan Medico Legal; 

o. Pemulasaran Jenazah; 

p. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer (akupuntur);  

q. Pelayanan Transportasi Ambulan dan Transportasi 

Jenazah; 

r. Pelayanan Pembakaran Sampah Medik; 

s. Pelayanan Sterilisasi; 
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t. Pelayanan Pembimbingan dan Fasilitasi Praktek Klinik 

dan/atau Praktek Kesehatan Masyarakat. 

5. Judul Bab XXVI dan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

BAB XXVI 

PELAYANAN PEMBIMBINGAN DAN FASILITASI PRAKTEK 

KLINIK DAN/ATAU PRAKTEK KESEHATAN MASYARAKAT 

Pasal 44 

 

(1) Pelayanan Pembimbingan dan Fasilitasi Praktek Klinik 

dan/atau Praktek Kesehatan Masyarakat, 

dikelompokkan dalam : 

a. pelayanan pembimbingan dan fasilitasi pendidikan 

praktek klinik/komunitas mahasiswa kedokteran; 

b. pelayanan pembimbingan dan fasilitasi pendidikan 

praktek klinik/komunitas mahasiswa keperawatan; 

c. pelayanan pembimbingan dan fasilitasi pendidikan 

praktek klinik/komunitas mahasiswa pendidikan 

kesehatan lainnya; 

d. pelayanan pembimbingan dan fasilitasi pendidikan 

praktek siswa dan/atau mahasiswa non kesehatan; 

e. pelatihan (inhouse training); 

f. studi banding (benchmarking). 

(2) Untuk menjamin keselamatan pasien dan/atau 

kenyamanan pasien, Puskesmas wajib melakukan 

pengawasan, pengendalian dan penilaian 

penyelenggaraan pelayanan pembimbingan dan fasilitasi 

praktek klinik secara efektif dan efisien. 

(3) Setiap instutusi pendidikan yang mengirimkan peserta 

didiknya untuk melakukan praktek klinik wajib 

menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) pembimbing 

klinik dan/atau supervisor praktek klinik yang 

dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. 

(4) Dalam hal Institusi pendidikan tidak dapat memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka 

Puskesmas dapat menyediakan kualifikasi tenaga 

dimaksud dan biaya penyediaan ini dibebankan pada 

Institusi Pendidikan yang bersangkutan. 

(5) Dalam pelaksanaan penyelenggaran pelayanan 

pembimbingan dan fasilitasi praktek klinik dan/atau 

praktek kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Puskesmas atau Labkesda berhak 

mendapatkan jasa sarana dan jasa pelayanan. 
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(6) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

meliputi :  

a. Institutional fee;  

b. bahan habis pakai selama praktek;  

c. penggunaan sarana dan fasilitas; 

d. penggunaan air, listrik dan/atau telepon. 

(7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

meliputi :  

a. honorarium pembimbing klinik dan/atau pelatih; 

b. pelayanan administrasi pendidikan. 

(8) Tarif pelayanan pembimbingan dan fasilitasi praktek 

klinik dan/atau praktek kesehatan masyarakat bagi 

tenaga kesehatan dan/atau tenaga non kesehatan 

ditetapkan berdasarkan biaya satuan aktivitas selama 

pelatihan (activity based costing) termasuk penggandaan 

materi pelatihan,  honor pelatihan, pembimbing klinik, 

sertifikat dan institutional fee. 

6. Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 46 

 

(1) Masyarakat miskin (PBI) yang mempunyai kartu 

kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

dan/atau Program JAMKESDA seluruh biaya pelayanan 

kesehatan kelas III di Puskesmas dibebankan pada 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan 

perundangan yang berlaku. 

(2) Pasien gawat darurat yang tidak membawa kartu 

identitas kepesertaan program Jaminan Kesehatan 

Nasional atau JAMKESDA diberlakukan sama dengan 

pasien umum dengan batas toleransi 2 x 24 (dua kali dua 

puluh empat) jam hari kerja untuk melengkapi 

persyaratan kepesertaannya. 

(3) Dalam hal pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat melengkapi identitas kepesertaan program 

Jaminan Kesehatan Nasional atau JAMKESDA, maka 

seluruh biaya yang sudah dibayarkan dapat 

dikembalikan secara penuh. 

(4) Jenis dan prosedur pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin diatur lebih lanjut dalam Pedoman 

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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(5) Masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo yang tidak 

dijamin atau tidak termasuk dalam peserta Program 

Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai APBN, 

kebutuhan pembiayaan pembebasan pelayanan 

kesehatan dijamin oleh Pemerintah Daerah dalam 

Program JAMKESDA sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

(6) Nama-nama peserta Program JAMKESDA sebagaimana 

dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

dan diberikan Kartu Kepesertaan Program JAMKESDA. 

(7) Kepala Dinas Kesehatan wajib merencanakan kebutuhan 

rencana anggaran pembiayaan Program JAMKESDA 

sebagai subsidi Pemerintah Daerah dalam RAPBD setiap 

tahunnya. 

7. Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 51 

 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan, dan dilakukan oleh 

Petugas Pemungut. 

8. Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 54 

 

(1) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

pasien umum non penjaminan maupun hasil 

penerimaan klaim retribusi pasien penjaminan  dari 

Program  JKN non Kapitasi, Jamkesda atau program 

lain yang sejenis  yang telah disetor ke Kas Umum 

Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Puskesmas 

dan Labkesda melalui mekanisme  APBD setiap 

tahunnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

(2) Perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai 

berikut : 

a. 40%  (empat puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa 

pelayanan; 

b. 60% (enam puluh perseratus) dialokasikan untuk jasa 

sarana yang meliputi belanja operasional, belanja 

pemeliharaan dan/atau belanja modal terbatas untuk 

Puskesmas dan Labkesda sesuai komponen tarif. 
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(3) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dari 

program Jaminan Kesehatan Nasional (kapitasi) 

disetorkan ke bendahara pada masing-masing Fasilitas 

Kesehatan tingkat Pertama, dengan besaran 

perencanaan anggaran pemanfaatan penerimaan  dan 

penggunaannya sesuai  dengan proporsi pemanfaatan 

(jasa pelayanan dan jasa sarana) yang telah ditetapkan 

oleh Program tersebut.  

(4) Setiap tahun anggaran Kepala Dinas menetapkan 

Kebijakan Anggaran pemanfaatan penerimaan retribusi 

berpedoman pada pola sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3). 

(5) Perencanaan belanja komponen jasa sarana dan jasa 

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan kategori jenis Belanja Langsung dijabarkan 

dalam jenis jenis belanja, meliputi : 

a. Belanja Pegawai, untuk komponen jasa pelayanan, 

b. Belanja Barang/Jasa, untuk komponen jasa sarana 

dari tarif retribusi berdasarkan perhitungan biaya 

satuan (unit cost).  

c. Belanja Modal, non investasi antara lain dan tidak 

terbatas untuk alat medik sederhana, komputer, 

linen, instrumen set bedah minor yang merupakan 

komponen tarif retribusi. 

(6) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b dan ayat (3) menggunakan sistem 

remunerasi yang diatur dengan Peraturan Bupati. 

(7) Setiap tahun Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda 

melalui Kepala Dinas mengajukan usulan anggaran 

meliputi: 

a. rencana target pendapatan pelayanan kesehatan; 

b. rencana belanja daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

(8) Dalam hal terjadi pelampauan target pendapatan atau 

target pendapatan tidak tercapai, maka dilakukan 

koreksi dalam dokumen APBD Perubahan tahun 

anggaran yang berjalan. 

(9) Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda wajib 

melakukan pencatatan, pembukuan dan monitoring 

serta membuat laporan secara periodik penerimaan 

retribusi pelayanan kesehatan di unit kerjanya masing-

masing. 

(10) Tatacara pemanfatan pendapatan retribusi pelayanan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
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9. Lampiran disempurnakan sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran I dan Lampiran II serta merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

   

PASAL II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. 

 
Ditetapkan di Situbondo. 

Pada tanggal 2 Oktober 2015     

Pj. BUPATI SITUBONDO, 

 

ttd 

ZAINAL MUHTADIEN 

Diundangkan di Situbondo 

Pada tanggal 1 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

ttd 

 

SYAIFULLAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 10 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA 

TIMUR: 190-4/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALINAN sesuai dengan Aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 
 

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si 
Pembina (IV/a) 

19831221 200604 2 009 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR   4   TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH 

 

I. UMUM 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur 

kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan 

upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 

perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan 

sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, 

serta pembangunan nasional. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan 

salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita 

Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip 

nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat 

penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan 

ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan kewajiban Pemerintah 

Daerah guna memenuhi perannya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. 

Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan sangat dirasakan 

keberadaannya oleh masyarakat umum sebagai salah satu organ yang bertujuan 

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas. 

Di lain sisi, guna mencapai pelayanan kesehatan yang maksimal dan 

berkualitas, tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun demikian, 

agar biaya pelayanan kesehatan dimaksud tetap terkendali perlu adanya 

pengaturan penetapan tarif untuk menghindari tarif retribusi yang tinggi yang 

dapat membebani masyarakat secara berlebihan. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah memberikan ruang kepada Daerah untuk memungut retribusi 

atas pelayanan kesehatan yang digolongkan dalam retribusi jasa umum. Dengan 

diberlakukannya Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai 

kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah 

menyesuaikan pengeluarannya sejalan dengan adanya peningkatan pendapatan. 
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Dengan ditetapkannya beberapa regulasi yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya pada Pusat Kesehatan Masyarakat 

dan memperhatikan indeks harga serta perkembangan perekonomian, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium 

Kesehatan Daerah perlu disesuaikan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 4 

Ayat (1) 

PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak 

Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

Asuransi sosial yang dikelola oleh BPJS Kesehatan adalah 

suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang 

berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko 

sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau keluarganya, 

dikelola oleh badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program jaminan sosial. 

Huruf b 

Asuransi komersial adalah suatu perjanjian asuransi yang 

bersifat sukarela, diselenggarakan atas kehendak pribadi 

dengan maksud untuk melindungi dirinya dari kemungkinan 

terjadi kerugian karena suatu peristiwa yang tidak tertentu dan 

diusahakan oleh perusahaan swasta, firma, maupun 

pemerintah. 

Huruf c 

Penjaminan kerjasama perusahaan adalah pelayanan 

kesehatan yang dijamin oleh perusahaan terkait. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Angka 4 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 44 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Retribusi pelayanan pembimbingan dan fasilitasi praktek klinik 

dan/atau praktek kesehatan masyarakat dikenakan tarif retribusi 

per hari sesuai dengan jenis pelayanannya. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Angka 7 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Angka 9 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 

 

 

 

 

 


